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SINOPSIS

Era baru yang ditandai terjadinya perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses
demokrasi yang bersih (Good Governance) merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak
diterapkan dalam pemerintahan baru. Dalam pelaksanaanya reformasi yang membuahkan Good
Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita
Reformasi. Meskipun demikian bukan berarti konsep baru tersebut dikatakan gagal untuk
diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptaka iklim Good Governance
yang baik, diantaranya ialah diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai
semua urusan termasuk pelayanan yang saat ini dikenal Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan
(UPIK) Kota Yogyakarta. Dimana setiap sms yang masuk ke Admin UPIK, maka admin akan
melanjutkan sms tersebut di lanjutkan ke SKPD yang dituju, dan maksud dalam sms tersebut
langsung ditindak lanjuti tanpa harus mengimformasikan ke warga yang sms tersebut.

Penelitian ini mencoba menggambarkan pengelolaan sebuah layanan informasi yang
berbasis IT yang melibatkan partisipasi masyarakat di Kota Yogyakarta yang dikenal dengan Unit
Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK). Sebuah desain layanan yang dibentuk untuk
memperbaiki Kinerja pemerintahan yang baik (Good Governance) di Kota Yogyakarta. Penelitian
ini menggunakan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dengan Objek Unit UPIK
Kota Yogyakarta, dengan subjek Petugas UPIK/Admin UPIK 5 orang, warga Kota Yogyakarta 3
orang. Adapun unit analisis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan Unit
Pelayanan Informasi dan Keluhan pada dinas UPIK di Kantor Walikota Yogyakarta dengan
aparat penanggung jawabnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data
primer dan data sekunder. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni
observasi, wawancara. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
menggunaakan tekhnik analisis trianggulasi.

Adapun kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian adalah bahwa partisipasi masyarakat
dalam pemanfaatan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) untuk mewujudkan Good Governance
di Kota Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya program ini, yaitu pelibatan
masyarakat dalam perumusan atau pengawasan kebijakan pemerintah melalui penyediaan layanan
informasi kepada masyarakat untuk memberikan masukan, kritik, pertanyaan terhadap pemerintah atas
program yang sudah dijalankan Pemerinntah Kota Yogyakarta telah melibatkan masyarakat melalui
UPIK. Hal ini dapat dilihat dari indicator berikut : Pertama, tingginya respon atau partisipasi masyarakat
dalam memanfaatkan layanan UPIK dengan memberikan pertanyaan atau masukan baik melalui sms
maupun telpon ke pengelola UPIK. Kedua, Respon yang cepat dari admin UPIK saat adanya sms dari
masyarakat yang dilanjutkan sesuai arahan sms tersebut. Ketiga, tingginya sikap kehati-hatian para aparat
Pemkot dalam menjalankan peranya sebagai pelayan masyarakat setelah adanya UPIK. Saran sekaligus
rekomendasi dalam penelitian ini adalah : (1) Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai Penginisiasi
lahirnya UPIK semaksimal mungkin memantau pengelolaan UPIK secara dinamis baik dalam hal evaluasi
maupun pelestarianya, (2) Pemeritah Kota Yogyakarta secara Rutin memperhatikan setiap masukan dari
masyarakat untuk memastikan tingkat maksimalnya pelayanan secara prima setelah adanya UPIK, (3)
Pemerintah Kota Yogyakarta dalam proses pelaksanaan UPIK menjalin kerja sama dengan Institusi atau
stake holders demi masifnya pelaksanaan UPIK.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK), Good
Governance



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu terobosan penting setelah bergulirnya reformasi tidak hanya dilihat
dari runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru melainkan momentum strategis dalam menata
sistem pemerintahan yang korup sebagaimana kental pada masa Orde Baru. Terbosan
penting tersebut dituangkan dalam bentuk produk perundangan, yaitu Undang-Undang
Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah tepatnya pada pasal 18 ayat (7) huruf
(b) yang bunyinya adalah : “Penyelenggaraan Pemerintahan daerah diarahkan untuk
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan upaya mendorong peran serta masyarakat, serta peningkatan daya
saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan ke

khasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Adapun napas Undang-Undang di atas sangat jelas dimana berorientasi pada
peningkatan pelayanan dan upaya mendorong peran serta masyarakat dalam banyak hal
terutama penetapan kebijakan dan keputusan penting yang hal ini merupakan prasyarat
dari pelaksanaan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Sebagaimana hal
tersebut merupakan tuntutan utama gerakan reformasi yang menghendaki
penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, akuntabel, dan
profesional yang untuk masa Orde Baru sangat jarang terjadi. Era baru yang ditandai
terjadinya perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih
(Good Governance) merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam
pemerintahan baru. Meskipun dalam pelaksanaanya reformasi yang membuahkan Good

Governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-



cita Reformasi sebelumnya. Dengan ditemukanya indikasi kecurangan dan kebocoran
pengelolaan anggaran Negara dan daerah serta akuntansi yang merupakan produk
utama Good Governance merupakan sinyal kuat bahwa reformasi pada perkembanganya
belum mampu menetralisir sistem pemerintahan lama yang manipulatif, Winarsi Atik
Septi (2005:32). Meskipun demikian bukan berarti konsep baru tersebut dikatakan gagal
untuk diterapkan, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptaka iklim Good
Governance yang baik, diantaranya ialah diupayakannya transparansi informasi terhadap
publik mengenai semua urusan termasuk pelayanan yang saat ini dikenal Unit Pelayanan

Informasi dan Keluhan (UPIK).

Penerapan konsep baru tersebut merupakan terapi untuk memudahkan
sekaligus meningkatkan pelayanan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam
menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan APBD
termasuk BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap
akuntabilitas manajerial dari sektor publik agar kelak lebih baik dan kredibel kedepannya.
Dibuatnya Undang-undang dan peraturan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan Good
governance ini tidak lain dan tidak bukan merupakan rekayasa untuk mengakhiri
penyelengaraan pemerintahan yang banyak dipolitisir pengelolaannya sebagaimana rentan
terjadi pada masa Orde Baru dimana sektor publik di tempatkan sebagai agent of
development bukannya sebagai entitas bisnis sehingga masih kental dengan rezim yang
sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis Good Governance, Syafiie

(2011:22).

Harus diakui bahwa dengan menonjolnya peran serta masyarakat dalam
penetapan kebijakan dan keputusan penting baik di Daerah maupun Pusat ini setelah
diterapkan Good Governance di Indonesia. Artinya, bahwa gagasan baru tersebut tidak

hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja akan tetapi hal tersebut



mampu membawa dampak positif terhadap badan usaha non-pemerintah yaitu dengan
lahirnya Good Corporate Governance. Dengan landasan yang kuat diharapkan akan
membawa bangsa Indonesia kedalam suatu pemerintahan yang bersih dan amanah. Yang
hal ini misalnya, pelaksanaan pembangunan yang berbasiskan pada perwujudan
kesejahteraan masyarakat. Isu kesejahteraan dalam pembangunan ini hampir setiap rezim
dimanfaatkan sebagai langka penguatan kekuasaanya. Para pemimpin dimasa Orde Baru
misalnya, bertekad menciptakan “masyarakat adil dan makmur”, yang berarti bahwa
pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan keadilan sosial dalam arti pemerataan, namun

pernyataan itu masih disertai dengan kualifikasi, Mas’oed (2003:34).

Strategi lain dari rezim Orde Baru dalam memanipulasi pelaksanaan
pembangunan ini bisa dilihat dari mobilisasi penciptaan dan pemeliharaan stabilitas

Nasional yang mengharuskan pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, menciptakan politik yang bebas dari konflik ideologi dan berdasarkan
atas ketertiban dan konsensus. Kedua, membatasi partisipasi politik rakyat yang
pluralistik. Dimana partisipasi rakyat harus diarahkan terutama pada penerapan program
pembangunan yang dirancang oleh para elit penguasa. Sehingga hasil dari program
pembangunan tidak serta merta mensejahterakan masyarakat melainkan menjangkau apa
yang menjadi kepentingan para elit, Mas’oed (2003:36). Fenomena seperti ini lah yang
memicu munculnya reaksi dari masyarakat Indonesia setelah 32 tahun dikungkung
kemerdekaanya oleh sebuah rezim (Orde Baru) yang puncaknya bergulir gerakan
reformasi total tahun 1998 yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam
menciptakan dan memperbaiki Birokrasi Pemerintah dengan istilah yang familiar saat ini
disebut dengan reformasi Birokrasi. Adapun Implementasi praktis dari upaya perbaikan
pelaksanaan pemerintahan secara sederhana bisa dilihat dari model pelayanan disetiap

instansi pemerintahan. Masing-masing institusi melaksanakan pelayanan dengan model



yang berbeda-beda yang hal ini untuk konteks sekarang biasa disebut e-Governance
dimana tujuan utama dari sistem ini tidak lain untuk memaksimalkan fungsi pelayanan dan

kinerja dari aparat Pemerintah.

Mencari kemudahan dalam pelayanan menjadi tujuan utama dari setiap
pemerintahan dan masing-masing Pemerintah mempunyai konsep yang berbeda-beda
untuk mewujudkan hal tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta misalnya, menerapkan
konsep pelayanan dengan mendorong partisipasi masyarakat yang menekankan ketepatan
dan kecepatan pelayanan yang disebut dengan Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan
(UPIK). Dengan adanya patisipasi masyarakat dalam pemanfaatan Unit pelayanan seperti
UPIK ini kemudian diharapkan akan meningkatkan kinerja aparat UPIK melalui tata
kelola pelayanan yang baik dalam rangka mewujudkan Good Governance
(Kepemerintahan yang baik). Pelayanan yang dilakukan  untuk konteks Pemkot
Yogyakarta ini melaui Unit UPIK dimana model pelayanan ini berbasis tekhnologi seperti

adanya layanan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah Kota.

Layanan ini secara praktis bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan
keluhanya, masukan atas ketidak puasanya terhadap pelayanan yang diterimah masyarakat
terhadap pemerintah. Model layanan tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat tidak saja
pada urusan penyampaian keluhan, saran melainkan juga untuk urusan lain seperti
masalah bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap Unit
UPIK sebagai Konsekuensi logis untuk meningkatkan akuntabilitas para aparat

penyelenggara Unit UPIK itu sendiri.

Hal ini dibutuhkan untuk memahami kebutuhan termasuk mendengarkan semua
masukan atau keluhan dari masyarakat. Sehingga diharapkan dengan tingginya respon

masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah terhadap semua masukan dan



keluhan masyarakat ini kemudian lahir agenda strategis dan prioritas pelayanan publik
yang lebih baik lagi yang tentunya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,
Rahman (2008:31). Pasrtisipasi masyarakat dalam memanfaatkan tata kelola layanan yang
dibuat Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan sinyal bahwa konsep baru tersebut belum
berjalan dengan maksimal serta belum dievaluasi secara masif sehingga layanan tersebut
belum familiar dimata publik, (Observasi Penulis di Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta

pada 01/07/ 2016).

Dengan demikian Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, keluhan,
sangat dibutuhkan. Sebab dengan adanya masukan dan keluhan ini diharapkan mampu
mempengaruhi performa aparat untuk menyelenggarakan pemerintahan secara akuntabel
dan transparan. Hal ini penting, sebab selama ini pelaksanaan pemerintahan masih
diwarnai cara lama sebagaimana dikembangkan rezim Orde Baru seperti pelaksanaan
pemerintahan yang tidak transparan, kuatnya tekanan rezim terhadap keberadaan
masyarakat, tidak tersedianya ruang dan media untuk menyampaikan aspirasi kepada
pemerintah merupakan deretan masalah yang mengiringi pelaksanaan pemerintahan kala

itu.

Sehingga dibutuhkan rekayasa sistem yang mampu merubah paradigma
pelaksanaan pemerintahan yang memungkinkan terciptanya sebuah pemerintahan yang
demokratis, akuntabel. Perubahan paradigma pelaksanaan pemerintahan ini secara
kongkrit, memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat serta kesediaam penyelenggara
pemerintahan untuk melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan dan koreksi
kepada pelaku kebijakan agar bersikap terbuka, yaitu dengan kesediaan untuk
mengakomodasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi dan merumuskan

kebijakan yang akan ditetapkan pemerintah.



Penerapan kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat merupakan
terobosan penting untuk meminimalisir terjadinya praktik penyelenggaraan pemerintahan

yang tidak bertanggung jawab.

Berangkat dari persoalan kursial di atas, maka penulis termotivasi untuk
melakukan penelitian dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Unit

Pelayanan Informasi dan Keluhan Untuk Mewujudkan Good Governance”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan dalam latar belakang permasalahan di atas, maka
penting dirumuskan permasalahan sebagai pijakan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :
“Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Unit Pelayanan Informasi dan

Keluhan (UPIK) untuk Mewujudkan Good Governance” ?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum Penelitian ini bertujuan untukk memahami bagaimana partisipasi
masyarakat dalam memanfaatkan unit pelayanan informasi dan keluhan untuk

mewujudkan Good Governance.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah terkait
(Pemkot Yogyakarta).
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penulis dalam

memahami konsep pelayanan yang baik.
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